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PROPINSI RIAU
BUPATI KAMPAR

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan KPK Nomor
O7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Marta Kekayaan
Penyelenggara Negara,

bahwa laporan harta kekayaan bagi Penyelenggara
Negara dan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk
mewujudkan Penvelenggara Negara dan Aparatur
Sip) Negara yang mentaati asas-asas umum

Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan,

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25,

SALINAN

a.

b

—

Cc

1



)

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3581):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) :

A

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara ,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN.

in



»

Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3581):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679).A
4. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN.



Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kampar.

Bupati adalah Bupati Kampar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara

Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan
Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk

transparansi aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir

LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar

Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran

pelaksanaan penyelenggaraan pelaporan LHKPN Kabupaten Kampar.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan,

meliputi :

a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

c. Untuk penguatan integritas aparatur

d. Untuk membentuk transparansi aparatur

2.

3.

4.

5.

A

6.

7.

8.

9.



Bab II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan ASN bertujuan
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas -—

asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Bagian Kedua

LHKPN

Pasal 4

LHKPN diwajibkan kepada :

a. Pejabat Negara,

b. Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN,

c. Para Pengelola anggaran : dan

d. Pengelolah Bagian Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 5

A

Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a

meliputi :

a. Bupati,

b. Wakil Bupati :dan

c. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar

Pasal 6

A

Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :

a. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha

Milik Daerah:

b. Pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Daerah, dan

c. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah.



Pasal 7

Para Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

meliputi :

a. Kuasa Pengguna Annggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan

b. Bendahara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi laporan tentang :

a. data pribadi dan keluarga,

b. harta kekayaan,

Cc. penghasilan,

d. pengeluaran,

e. surat Kuasa, dan

f. surat pernyataan

Bagian Ketiga

LHKASN

Pasal 9

A

(1) Setiap pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN wajib menyampaikan
LHKASN

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pejabat setingkat Eselon III, dan

b. Pejabat setingkat Eselon IV,

Pasal 10

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi laporan tentang :

a. Data pribadi dan keluarga,

b. Harta kekayaan,

c. Penghasilan,

d. Pengeluaran , dan

A

9

e. Surat pernyataan,



BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh

Tim Pengelola LHKPN.

Keanggotaan Tim Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada2.

ayat (1) terdiri dari :

a. Pembina : Bupati

b. Pengarah : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Inspektur Kabupaten Kampar.

d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat

e. Anggota "1. Inspektur Pembantu Wilayah

Aa

2.Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia

3. Bagian Hukum dan Ham

Tim Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh3.

Sekretariat Tim.A
Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
susunan sebagai berikut :

a. Sekretaris Inspektorat : Ketua merangkap
Anggota

b. Sekretaris BKPSDM : Sekretaris merangkap

anggota
c. Kasubag Perundang - : Anggota

undangan Setda

Kampar
d. Kasubag Administrasi : Anggota

dan Umum



5. Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyampaikan daftar Penyelenggara Negara dan ASN wajib LHKPN
kepada KPK:

Berkoordinasi dengan KPK dalam hal menyampaikan dan
pendistrtibusian formulir LHKPN kepada wajib LHKPN: dan

b.

Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis
mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

A
Pasal 13

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

(1)

(2)

menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib
mengisi LHKPN :

menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan ASN
pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat
mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Masa Tanggal pensiun

b.

Penyelenggara Negara dan ASN yang bersangkutan, danA
melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kampar secara periodik setiap 1 (satu) tahun
sekali.

Pasal 14

Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektorat
Dalam melaksanakan pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Inspektorat dibantu oleh Koordinator LHKASN yang
terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar
b. Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Kabupaten Kampar



Pasal 15

Inspektorat dalam melaksanakan pengelolaan LHKASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas :

a.

b.

Cc.

memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN,

berkoordinasi dengan koordinator LHKASN:

melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN,

melakukan klarifikasi kepada wajib lapor, jika hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidak

d.

wajaran,

melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jika hasil klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya

e.

A
ketidakwajaran, dan

menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Bupati.f

Pasal 16

PENYAMPAIAN LHKPN

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada KPK

dengan tembusan kepada Tim Pengelola LHKPN

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib

menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat,
b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun , atau

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara

A

negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat

pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan

3

sebagai Penyelenggara Negara.



Pasal 17

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 18

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal
17 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang
ditentukan oleh KPK

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
KPK yang sekurang-kurangnya memuat :

Nama

Jabatan
Instansi

tempat dan tanggal lahir
alamat

identitas isteri atau suami
identitas anak

sa
m
n?

An
»A

jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayan yang dimiliki

besarnya penghasilan dan pengeluaran
surat kuasa mendapatkan data keuangan

k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan dan
l. surat pernyataan

(3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Gubernur ini.

(4) LHKPN merupakan dokumen Negara.

i

j

A



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
MONITORING DAN EVALUASI LHKPN

Pasal 19

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara Negara dan
ASN yang wajib mengisi LHKPN.

Bagian Kedua
MONITORING DAN EVALUASI LHKASN

Pasal 20

(1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan LHKASN.

(2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
palling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

(3) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (Il)

1

disampaikan kepada Bupati.

BAB V
SANKSI

A
Pasal 21

(1) Setiap Penyelenggara Negara berstatus ASN yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan
huruf d yang berstatus ASN dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang
atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil.
(2) Setiap ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang atau
berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 22

Setiap pegawai dilingkungan Inspektorat yang menyalahi kewenangan
dalam melaksanakan tugas pengelolaan LHKASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai
berikut :

Diberikan peringatan secara tertulis oleh atasan langsung ASN yang

bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing - masing tenggat
waktu surat peringatan selama 1(satu) bulan.

Apabila sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan

LHKASN maka kepada ASN yang bersangkutan diberikan sanksi

Ta

a.

3

b.

sebagaiamna dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh

Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tim dan secretariat tim Pengelolaan
LHKPN dan Pengelolaan LHKASN dibebankan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Bagi penyelenggara Negara dan ASN yang telah menduduki jabatan tetapi
belum menyampaikan LHKPN atau LHKASN maka penyampaian LHKPN dan
LHKASN dilakukan 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati Ini ditetapkan.3AN

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 29
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Contoh Formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN)

TAHUN 2017



1

10

pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK.

TATA CARA MELAPORKAN LHKPN DENGAN FORMULIR FORMAT EXCL

Formulir LHKPN dengan format exce! dapat diunduh a website KPK den alama: website
www.kpk.go.id/id/layanan-publik/Ihkpn/formulir-Ihkpn ata: dapa iminta melalui email yang ditujukan
kepada elhkon@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN.
Sebelum melakukan pengisian agar membaca petunjuk teknis pengisian formulir LHK yang dapat diunduh
pada website KPK dengan alamat www.kpk.go.id/id/layanan-publik/Ihkpn/petunjukteknis-Ihkpn.
Lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN format excel yang telah diunduh dimulai dari Sheet | (Ringkasan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai dengan Sheet IV (Hutang).

anApabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memerlukan sheet tambahan, dapat dilakukan copy-sheet
pada sheet yang dibutuhkan dengan catatan tidak merubah nama sheet yang telah ada.
Cara copy sheet: NN 0 |

a. Klik kanan sheet yang akan dicopy
-. Pd: PilihMoveor Copy... 00000000

INN
nm ..c. Pilih sheet setelah sheet yang akan dicopy

.d. Centang CreateacopymL OK Dn
on mnSetelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengisian lampiran

yang terdapat pada sheet lampiran 1 (Informasi Penjualan/Pelepasan Harta dan Penerimaan/Pemberian Hibah
dalam Setahun) sampai dengan lampiran 4 (Surat Kuasa).

0. 0 3 TNSetelah melakukan pengisian harta dan lampiran-lampiran, simpan file (Save-as) formulir LHKPN tersebut
dengan format (Nama|-(NomorindukKependudukan)-fTahunLapor).xIs Contoh: Agus Setiawan-
327512345678912-2017.xIs Kemudian file softcopy dalam format excel (.xIs) tersebut dikirimkan melalui email
dengan alamat elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Pelaporan LHKPN.” MENKhusus untuk sheet lampiran 4 mengenai Surat Kuasa, selain wajib diisi oleh wajib lapor, juga wajib diisi oleh
pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan. Sheet lampiran 4 tersebut dapat dicopy sesuai dengan
kebutuhan. INN
Wajib lapor wajib mencetak dan menandatangani secara basah, khusus pada sheet:2. Sheet |"Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,”D.. Sheet Lampiran

3
“Surat KuasaMengumumkan(SKM) bermeterai Rp.6000-”:

Cc. Sheet Lampiran 4 “Surat Kuasa (SKB) bermeterai Rp. 6000,-”, wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan
ditandatangani masing-masing oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami dan seluruh Anak Dalam
Tanggungan. Untuk keperluan tersebut, lembar Surat Kuasa dapat difotokopi atau diperbanyak sesuai
kebutuhan (disesuaikan dengan jumlah Istri dan Anak Dalam Tanggungan).

Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagaimana point 8 diatas serta dokumen pendukung atas
kepemilikan harta pada lembaga keuangan sebagaimana dilaporkan pada sheet IV.3 (Surat Berharga) dan sheet
IV.4 (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK, dengan alamat:

.... Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
... Komisi

Pemberantasan Korupsi. TN
mnJalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi,Jakarta 12950

Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak pada point 8 dan dokumen pendukung atas kepemilikan
harta pada lembaga keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan formulir dan dokumen

|

2

3

t
4

6

LHKPNnd
7

8

Negara

h
9
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» LAMPIRAN 4-SURAT Jasa
Yang bertada-tangan di bawah ini : — —-

Nama (sesuai dnan KTP)

Tmpat/Tanggal Lahir :
Pa /

Nomor KTP/NIK
Alamat

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”). Oman

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama.
sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”). Kanaan

KHUSUS Dnnmmnenen anna

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa-——
kanmanannn an

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi sia,
berada pada: --.

senanga. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
C. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
Cc. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat
berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupua fatoOp
Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: .

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelahS (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Nepara thituns
sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa..-.

,

Pemberi Kuas

Meterai
Rp. 6000,-

") Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan .
"#) Coret yang tidak perlu (Ko )

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

ak

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



)

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2

TPA KOMISI PEMBERANTASAN KARUPSI
Pe MA REPUBLIK INDONESIA 0,

P Kunpapas Peda

| KPK / Laa nn
V

LEMB PENYERAHAN FOMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NI GAi:a

Atas Nama

Jabatan

Bidang

Lembaga

Tahun Pelaporan | 0.01

Yang menerima, Darat

( | (

Jabatan : Paha

2) dak penu adandatanggn asat33 LHKPN uas an N
melgin Eman Sihkan Dkk gai

lembar untuk KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

IL Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama

BAJabatan
|

|

W
4 H1VV UM 7713 1LM W 7773

Bidang :
|

:

Li aa NN:
Lembaga ai

|

Tahun Pelaporan

Yang menerima, " Yang menyerahkan,

| NN . aa Ka

Jabatan : Jabatan

Alamat

3 Tidak perlu dterdalangan, apat.la LHKPN disamparkan No. Telp. .

metan emak eiharn Tikpk god

KPK
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INSTANSI PEMERINTAH

SIFAT RAHASIA FORMULIR LAPORAN ARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 20XX

. Nama lengkap

-

Nomos KTP
Jenis Kelamin

Tempat/Tgi Lahir

Agama
Status Perkawinan
NIP

Pangkat
Jabatan

10. Unit Kerja

DATA PRIBADI

... NPWP

Mulai tanggal
Mulai tanggal

11, Alamat :

- Kanter

..—.—
Kode Pos Ma

- Rumah
Kode Pos LILIT

12. No, Telepon mm

IL. HARTA KEKAYAAN
14. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp. -

12. HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, OLL) Rp. -

13. SURAT BERHARGA Rp. -

14. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA Rp. -

15, PIUTANG (BARANG, UANG) Rp. -

SUB TOTAL HARTA Rp. .
16. HUTANG 5 Rp. -

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. .
II. PENGHASILAN

1.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN) Rp. -

1.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN) Rp. -

13, PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN) Rp. .

1.4, PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA Rp. -

1.5. PENGHASILAN SUAMIISTRI YANG BEKERJA Rp. -

TOTAL PENGHASILAN Rp. .
(6)2(1t24314t5)

Uz. PENGELUARAN (PER TAHUN)
17.1. PENGELUARAN RUTIN 5 Rp.
1.7.2. PENGELUARAN LAINNYA 5) Bpom an

TOTAL PENGELUARAN (8) Rp. .

PENGHASILAN BERSIH Rp. -|
(6) - (8)

20xx
yang melaporkan

NIP

3
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Ta
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SAN DARI HIBAH 1 LAINNYA

Alamat Pemberi Hibah Total Penghasilan Bersih

(3) (4)

JUMLAH

FI TKN A

BA

«— Silahkan insert di sini

13)

Nata Anak

sea Yuan Ternpat/Tanggal Lahir Tempat/Tanggal Nikah Pekerjaan Alamat Rumah
(2) (3) (4) (5)

Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat Rumah
(3) (4)

(S5) (8)

«— Silahkan insert di Sini

((



SURATPERNYATAAN
Yangberandatangandibawahin.

Nama
:

. .

NoKTP

Tempat/TanggalLahir

Pangkat/Jabatan

Alamat

NPWP

MenyatakanBahwa:

1.LaporanhartakekayaansayadankeluargasayasebagaimanatersebutdalamFormulirLaporanHarta KekayaanAparaturSipilNegarasayabuatdengansesungguhnyadansebenar-benarnyasesuai dengankewajibandankesadaransayasebagaiPegawaiAparaturSipilNegara/MantanPegawai AparaturSipilNegarasebagaimanadiamanatkandalamUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor FA30Tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsidanUndang-UndangNomor32 —Tahun2004tentangPemerintahDaerah,sertaperaturanperundang-undanganyangberlaku.

2.Apabiladikemudianhariadahartakekayaansayadankeluargasayayangmenjaditanggungansaya tidaksayalaporkan,demitanggungjawabmoralsayasebagaiPegawaiAparaturSipilNegara/Mantan PegawaiAparaturSipilNegara,denganinisayamenyatakanbersediadikenakansanksi.
3.Apabiladikemudianhariadaperubahan-perubahan(baikpenambahanmaupunpengurangan)harta kekayaansayadankeluargasaya,makasayawajibmelaporkanperubahantersebutsesuaidengan ketentuanhokumdanatauperaturanlainyangberlaku.

Demikiansuratpernyataaninidibuatdanditandatanganidalamkeadaansadar,tanpatekananmaupun paksaandalambentukapapundanolehsiapapun.

20
(YangMenyatakan

NIP

Materai

Rp.6.000



PENJELASAN BN GB Sala ah

ARTA HDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) .
Adaiah hara berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan. Nilai harta tidak
bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

H

HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)
Adalah herta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga,
perhiasan, dil, dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran.

2

SURAT BERHARGA
Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dsb yang dinilai berdasarkan harga.

3.

UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA
Dinilai sesuai dengan nilai yang tertara

4.

PIUTANG (BARANG, UANG)
Adalah barang atau uang yang akan diterima dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

5.

HUTANG
Adalah barang atau uang yang harus dibayar dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

6.

AN
PENGHASILAN

WA.

1.2.

11.3.

1.4.

1.5.

PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan.

PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan seperti Honor Narasumber, Honor Kegiatan/Tim,

PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di luar jabatan seperti pendapatan dari sewa.

PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA
Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti warisan, pemberian, dsb

PENGELUARAN (PER TAHUN)
114.1. PENGELUARAN RUTIN

Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik,
air, transportasi, dan biaya hidup lainnya.DN

1.4.2. PENGELUARAN LAINNYA
Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi,
biaya pengobatan, dsb.

Dalam hal suami dan istri berstatus ASN maka harta dan pengeluaran dalam LHKASN
digunakan sama.


